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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Perkawinan Dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawinan menurut Lili Rasjidi adalah sebagai berikut: 

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal 

dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab 

nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti 

yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam 

pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul” 

sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan 

perjanjian perkawinan”.
1
 

 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin 

atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.
2
 Dalam 

Bahasa Indonesia, kata nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan.
3
 Menurut 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanga) yang bahagia dan 
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kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 Perkawinan menurut 

hukum islam adalah pernikahan, yaitu akal yang sangat kuat atau 

miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perinyah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
5
 Adapun menurut syara‟, nikah 

adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan 

untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah 

bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.
6
 

Pendapat lain mengenai makna perkawinan menurut etimologi, 

bahwa secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan 

juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah 

yang terdapat dalam Al-qur‟an memang mengandung dua arti tersebut.
7
 

Kata nikah terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 230: 

رَهُ  فإَِنْ طلََّقَهَا فَلََ تَحِلُّ لَوُ مِنْ بَ عْدُ حَتَّى   تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ  
Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 

kawin dengan laki-laki lain.”
8
 

 

Dari ayat ini mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya 

akad nikah karena ada petunjuk dari hadits nabi bahwa setelah akad nikah 

dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan 
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suaminya kecuali suami kedua telah merasakan kenikmatan hubungan 

kelamin dengan perrempuan tersebut.
9
 

Tetapi dalam Al-Qur‟an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, 

seperti tersebut dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 22: 

نِّسَاءِ إِلََّ مَا قَدْ سَلَفَ وَلََ تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آَباَؤكُُمْ مِنَ ال  
Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”
10

 

 

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang 

dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata-mata ayah telah 

melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara 

keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.
11

 

Definisi lain yang diberikan Wahbah Al-Zuhaily “akad yang telah 

ditetapkan oleh syari‟ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfa‟at 

untuk melakukan istima‟ dengan seorang wanita atau sebaliknya.
12

 

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, 

juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido 

sex atau tendensi lain. Menikah dengan tujuan seperti itu tidak akan 

memperoleh pahala, kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.
13

 

Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman 

Ghozali, tujuan perkawinan adalah:
14
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a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan 

menumpahkan kasih sayang 

c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan 

d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab 

menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal 

e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. 

 

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap 

sakral, luhur untuk dilakukan. Apabila seseorang hendak melakukan 

perkawinan dengan tujuan sementara, seolah-olah hanya tindakan yang 

bermaksud menjadikan perkawinan suatu hal tindakan permainan, agama 

tidak memperkenankannya, menentang sekaligus mengharamkan. 

Perkawinan hendaknya dilakukan dengan tujuan yang luhur dan suci, 

dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.
15

 

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi hukum mubah 

ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lainnya, yaitu: wajib, 

haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi sesorang yang akan 

melaksanakannya. Ketentuan ini berdasarkan dalil-dalil berikut: 

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 3: 

 فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 
Artinya: “Nikahlah kalian dengan seorang perempuan yang menurut 

kalian baik (cantik).”
16
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ke-9), hal. 11 
16
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Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32: 

إِمَائِكُمْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَ  وَأَنْكِحُوا الْْيَاَمَى    

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”
17

 

 

 

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori: 

ياَ مَعْشَرَ وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اللّ   یوِ صَلَّ وِ قاَلَ لنََا رَسُولُ اللّ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزَيِْدَعَنْ عَبْدِ اللّ  
وُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ فإَِنَّ 

 يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ فإَِننَّوُ لَوُ وِجَاءٌ 
Artinya: Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata: 

Rasulullah bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda barang 

siapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. 

Barang siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasalah, 

sesungguhnya ia sebagai perisai baginya".
18

 

 

 

Dari sudut pandang hukum, Syaid Mustafa Al-Khin dan Musthafa al-

Bugha, Al-Fiqhul Manhaji „ala Madzhabil Imamis Syafi‟i menjelaskan: 

وذلك تبعاً للحالة التي حُكم النِكَاحِ شَرْعُا للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، 
 يكون عليها الشخص

Artinya: “Hukum nikah secara syara‟. Nikah memiliki hukum yang berbeda-

beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara 

kasuitik)”. 
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Jadi menikah itu adalah fardu. Yang harus dilaksanakan bagi seseorang 

yang mampu. Berdosa jika meninggalkannya karena fardu wajib dikerjakan 

dan haram ditinggalkan. 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam dunia. Perkawinan yang 

merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat 

maslahatnya. Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. Maslahat wajib 

bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan 

mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama ialah maslahat 

yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah 

paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. 

Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. 

b. Maslahat yang disunnahkan oleh syar‟i kepada hamba-Nya demi untuk 

kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah, 

masalah Sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang 

mendekati maslahat mubah. 

c. Maslahat mubah, bahwa dalam hal ini terlepas dari kandungan nilai 

maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: 

“Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya 

lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lian. 

Maslahat mubah ini tidak berpahala.”
19
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Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat 

berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan 

keadaan, yaitu: wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh, sesuai dengan 

kondisi orang yang akan melaksanakannya. Berikut adalah lima hukum nikah 

menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hamabali: 

a. Madzhab Hanafi 

1) Wajib 

Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu: 

a) Adanya keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah. 

b) Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa 

menolak terjadinya zina. 

c) Tidak mampu memiliki budak perempuan (amat) sebagai ganti dari 

isteri. 

d) Mampu membayar mahar dan memberi nafkah. 

2) Sunnah Muakkadah 

Hukum nikah akan menjadi sunnah muakkadah apabila terpenuhi 

syarat-syarat berikut: 

a) Ada keinginan menikah, tetapi kalaupun tidak menikah, tidak ada 

kehawatiran atau kepastian berbuat zina. 

b) Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah. 

c) Mampu untuk ijma‟ (mengumpuli isterinya). 
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Apabila seseorang sudah memenuhi syarat sunnah muakkad dan ia 

tidak menikah, maka ia berdosa, namun masih tergolong sebagai dosa 

kecil (di bawah dosa nikah wajib). 

3) Haram 

Hukum menikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah 

menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, 

seperti dengan berbuat dzalim pada orang lain. Faktor keharaman 

tersebut karena tujuan menikah adalah untuk kemaslahatan, sedangkan 

mencari nafkah dengan cara tidak halal menurut syara‟ dianggap 

sebagai mudharat (tidak merugikan). 

4) Makruh Tahrim 

Hukum menikah menjadi makruh tahrim apabila setelah menikah 

ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram. 

5) Mubah 

Hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin 

memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan 

melakukan zina.
20

 

b. Madzhab Maliki 

1) Wajib 

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat yaitu: 

a) Hawatir melakukan zina. 
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b) Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa 

mencegah terjadinya zina. 

c) Tidak mampu memiliki budak perempuan (amat) sebagai pengganti 

isteri dalam istimta‟. 

2) Haram 

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan 

tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu 

jima‟, sementara isterinya tidak ridlo. 

3) Sunnah 

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk 

menikah dan ada kehawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang 

wajib baginya atau ada kehawatiran tidak bisa melaksanakan hal-hal 

yang sunnah, baik ia mengharapkan keturunan ataupun tidak. 

4) Mubah 

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan 

tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap 

bisa melaksanakan hal-hal sunnah. 

c. Madzhab Syafi‟i 

1) Wajib 

Hukum menikah menjadi wajib apabila: 

a) Ada biaya (mahar dan nafkah). 

b) Hawatir berbuat zina bila tidak menikah. 
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2) Haram 

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa 

dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di 

dalam pernikahan, seperti tidak mampu mencari nafkah. 

3) Sunnah 

Hukum menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah 

dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-

hal yang ada di dalam pernikahan. 

4) Makruh 

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan 

untuk menikah, tidak ada biaya dan ia hawatir tidak bisa melaksanakan 

hal-hal yang ada di dalam pernikahan. 

5) Mubah 

Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-

mata menuruti keinginan syahwatnya saja.
21

 

d. Madzhab Hambali 

1) Wajib 

Hukum menikah menjadi wajib apabila ada kehawatiran beerbuat 

zina andaikan tidak menikah, baik dia mampu menanggung biaya 

(mahar dan nafkah) ataupun tidak. 
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2) Haram 

Hukum menikah menjadi haram apabila menikah di temapat yang 

terjadi peperangan (Darul halbi). 

3) Sunnah 

Hukum menikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan 

menikah, dan juga ia tidak hawatir berzina andaikan tidak menikah. 

4) Mubah 

Hukum menikah menjadi mubah apabila seseorang tidak ada 

keinginan menikah, seperti orang yang sudah tua atau menderita 

impoten dengan syarat hal-hal tersebut tidak menyebabkan madharat 

pada isteri.
22

 

 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun, yaitu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah). Syarat yaitu yang menentukan sah dan tidaknya sauatu 

pekerjaan (ibadah). Pernikahan yang didalamnya terdapat akad 

memerlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan 

mengadakan akad. 

Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut: 

a. mempelai laki-laki; 

b. mempelai perempuan: 

c. wali: 

                                                 
22
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d. dua orang saksi; 

e. shigat ijab Kabul.
23

 

Adapun syarat nikah adalah sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat suami: 

1) bukan mahram dari calon istri; 

2) tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 

3) orang tertentu, jelas orangnya; 

4) tidak sedang ihram. 

b. Syarat-syarat istri: 

1) tidak ada halangan syarak, yaitu tidak besuami, bukan mahram, tidak 

sedang iddah; 

2) merdeka, atas kemauan sendiri; 

3) jelas orangnya; dan 

4) tidak sedang berihram. 

c. Syarat-syarat wali: 

1) laki-laki; 

2) baligh; 

3) waras akalnya; 

4) tidak dipaksa; 

5) adil; dan 

6) tidak sedang ihram. 
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d. Syarat-syarat saksi: 

1) laki-laki; 

2) baligh; 

3) waras akalnya; 

4) adil; 

5) dapat mendengar dan melihat; 

6) bebas, tidak dipaksa; 

7) tidak sedang mengerjakan ihram; dan 

8) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.
24

 

  

 Menrut Hanafi ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh wali atau 

orang lain yang menggantikan posisinya. Qobul adalah perkataan yang 

diucapkan oleh pihak laki-laki (zauj) atau orang lain yang menggantikan 

posisinya. 

Kata (lafadz) yang sah digunakan dalam ijab adalah setiap kata 

denotative (mengandung makna sebenarnya) yang menunjukkan makna 

pengalihan kepemilikan suatu dzat (benda atau materi) yang disertai niat 

dari wali dan suami. Selain itu dapat pula kata konotatif (mengandung 

makna kiasan) yang memiliki qorinah (tanda) yang menunjukkan 

pengalihan kepemilikan, dengan syarat kedua saksi nikah dapat memahami 

lafadz tersebut. Adapun firman Allah swt dalam surat Al-Ahzab ayat 50: 
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حَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَىَبَتْ نَ فْسَهَا للِنَّبِيِّ إِنْ أَراَدَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَ نْكِ 
 الْمُؤْمِنِينَ 

Artinya: “Perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi 

ketika Nabi ingin menikahinya, sebagai pengkhususan bagimu, 

bukan untuk semua orang mukmin.”
25

 

 

 Firman Allah swt di atas menurut Imam Hanafi menunjukkan pada 

kekhususan bagi Nabi saw yang nikahnya bisa sah tanpa mahar, bukan pada 

kekhususan sahnya penggunaan lafadz hibah untuk akad nikah Nabi.
26

 

 Menurut Imam Maliki, ijab adalah perkataan seorang wali dari pihak 

perempuan atau orang yang menggantikannya. Lafadz ijab ada emapat 

bagian, yaitu: 

a. lafadz yang sah digunakan dalam ijab secara mutlak (baik menyebut 

mahar atau tidak), yaitu “  ُأنْكَحْتُ وَزَوَّجْت ”, keduanya bermakna 

menikahkan (aku dinikahkan). 

b. Lafadz yang sah digunakan dalam ijab apabila disertai dengan 

menyebutkan mahar, yaitu “  ُوَىَبْت ” yang bermakna hibah (aku 

dihibahkan). Susunan lengkapnya adalah “ … اقِ وَىَبْتُ بِصَدَ   ” (aku 

hibahkan dengan mahar…). 

c. Lafadz yang masih diperdebatkan para ulama dalam hal sah dan tidaknya 

digunakan dalam ijab, yaitu setiap lafadz yang secara makna 
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menunjukkan kepemilikan selama-lamanya seperti “…بعِْتُ ابْ نَتِي بِصَدَاق ” 

(aku menjual anak perempuanku dengan mahar…), “ … مَلَكْتُكَ    ” (aku 

memberikan kepemilikan kepadamu atas…), “ … اَحْلَلْتُ   ” (aku 

halalkan…). 

d. Lafadz yang telah disepakati ulama sebagai lafadz yang tidak sah 

digunakan dalam ijab, yaitu setiap lafadz yang tidak menunjukkan 

kepemilikan selama-lamanya seperti lafadz ijarah (menyewakan), i‟arah 

(meminjamkan). 

Syarat shighat (ijab dan qobul) menurut Imam Maliki ada tiga, 

yaitu: 

a. Menggunakan lafadz-lafadz tertentu. 

b. Antara ijab dan qobul tidak dipisah dengan lafadz lain yang lama 

menurut kebanyakan orang („urf an-nas). 

c. Dalam shighat tidak disebutkan batas waktu tertentu, seperti satu bulan 

atau satu tahun. 

Imam Maliki berpendapat bahwa qobul dalam akad nikah cukup dengan 

kata: “  ُرَضِيْت atau  ُقبَِلْت ” (aku terima aku rela) dan tidak disyaratkan 
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secara lengkap seperti: “…قبَِلْتُ نِكَحَهَا ” (aku terima terima 

nikahnya…).
27

 

Menurut Imam Syafi‟i, ijab adalah perkataan dari awal atau orang 

lain yang menggantikan posisinya, sebagai wakil. Qobul adalah pekataan 

dari suami atau orang yang menggantikan posisinya, yakni sebagai wakil. 

Menurut madzhab Syafi‟i, sighat yang sah dalam ijab dan qobul hanya 

lafadz-lafadz yang tercetak dari “  ٌانْكَاح ” atau “  ٌتَ زْوِيْج ” yang keduanya 

bermakna menikah. Qobul (menerima) dalam akad nikah itu sah (boleh) 

diucapkan terlebih dahulu sebelum ijab. Sebelum akad dilaksanakan, 

disunnahkan melakukan khutbah nikah. Dan disunnahkan pula bagi suami 

khutbah sebelum dia qobul nikah.
28

 

Menurut Imam Hambali, ijab yang sah dalam akad nikah harus 

menggunakan kata-kata yang diambil dari kata “  ويجالتز  atau الَءنکاح ” yang 

keduanya bermakna menikahkan. Akad nikah tidak bisa sah dengan 

menggunakan selain dua kata tersebut seperti menggunakan kata jual-beli, 

hibah, ijarah (sewa) dan lain-lain. Ijab dan qobul dengan menggunakan 

selain bahasa arab tidak sah bagi seseorang yang bisa berbahasa arab, karena 

akad tersebut tidak menyebutkan lafadz nikah tazwij yang seharusnya 

diucapkan dengan menggunakan bahasa arab. Adapun bagi orang yang tidak 
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bisa berbahasa arab, akad nikahnya sah dengan menggunakannya 

merupakan terjemahan dari kata-kata “  ُالت َّزْوِيْج atau  ُالَْءِنْكَاح ” atau kata-kata 

lain yang merupakan derivasi (turunan) dari kedua kata tersebut.
29

 

Selanjutnya adalah wali, yaitu orang yang melakukan ijab nikah. 

Sehingga akad nikah tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. Ketika prosesi 

akad nikah berlangsung kehadiran dua saksi merupakan rukun yang tidak 

bisa ditiadakan, sehingga akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang 

saksi itu tidak sah menurut syara‟.
30

 Dan mengenai syarat bagi kedua belah 

pihak yang melakukan akad nikah, para ulama madzhab sepakat bahwa 

berakal dan balig merupakan syarat dalam perkawinan, selain itu bagi kedua 

mempelai disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-

keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan 

keluarga maupun hubungan yang lainnya. Baik yang bersifat permanen 

maupun sementara.
31

 

 

B. Perwalian Dalam Perkawinan 

 Perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Rasulullah SAW bersabda: 

، وَشَاىِدَيْ عَدْلٍ   لََ نِكَاحَ إِلََّ بِوَلِيٍّ
Artinya: “Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil” 
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Dasar dari wali sebagai rukun dalam pernikahan adalah firman Allah 

dalam surat Al-Baqarah ayat 232: 

نَ هُمْ وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلََ تَ عْضُلُوىُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَههُنَّ إِذَا تَ رَاضَوْا ب َ  ي ْ
لَكُمْ  لِكُمْ أَزكَْى  ذَ   ۗ  كَ يوُعَظُ بِوِ مَنْ كَانَ مِننْكُمْ يُ ؤْمِنُ باِاللَّوِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ لِ ذَ   ۗ  باِلْمَعْرُوفِ   

وَاللَّوُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ  ۗ  وَأَطْهَرُ   

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka dengan cara yang ma‟ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 

orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedangkan kamu tidak mengetahui.”
32

 

 

Menurut Imam Syafi‟i, ayat di atas merupakan ayat paling tegas 

mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak menjadi 

syarat dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT kepada wali dalam ayat di 

atas tidak aka nada artinya.
33

 

Para ulama fiqh berpendapat dalam masalah wali. Menurut Imam 

Syafi‟i, bahwa perempuan tidak sah menikah kecuali dinikahkan oleh wali 

aqrob (wali yang dekat), bila tidak ada wali aqrab boleh dinikahkan oleh wali 

ab‟ad (wali yang jauh), dan jika tidak ada wali yang jauh, boleh dinikahkan 

oleh wali hakim. Pendapat ini juga dikemukaan oleh Imam Malik. Imam Abu 

Hanifah, Zufar, Al-Sya‟bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang 

perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya 

sebanding (khufu‟). Maka pernikahannya boleh. Abu Dawud memisahkan 

antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak 
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mensyaratkan kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali 

itu hukumnya sunnah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya 

waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan 

wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki 

untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda 

mengajukan walinya untuk menikahkannya.
34

 Dengan demikian itu, Imam 

Malik seolah-olah menganggap wali menjadi sayarat kelengkapan pernikahan, 

bukan syarat sah nya pernikahan. 

Madhahib al-arba‟ah (Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali) sepakat 

bahwa syarat seorang yang menjadi wali adalah: 

1. Islam. 

2. Balig. 

3. Berakal sehat. 

4. Merdeka. 

5. Memiliki sifat pandai (rusydu). 

6. Laki-laki (selain madzhab Hanafi). Menurut Imam Hanafi, seorang wali 

tidak disyaratkan harus seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan yang 

telah balig diperbolehkan untuk melakukan akad pernikahan sendiri, atau 

menjadi wali untuk melakukan akad pernikahan untuk orang lain, setelah 

menerima sebagai wakil. 

7. Bersifat adil (selain madzhab Hanafi dan Maliki). Adapun menurut Imam 

Hanafi dan Maliki, seorang wali tidak disyaratkan harus memiliki sifat adil. 
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Artinya, orang yang tidak memiliki sifat adil (fasiq) boleh dan sah menjadi 

wali, lantaran tidak ada adil yang ditemukan pada saat Rasulullah SAW 

masih hidup, atau pada masa sebelum Rasulullah SAW lahir yang 

menjelaskan tentang seorang wali harus bersifat adil.
35

 

Adapun urutan wali mulai dari wali aqrob, wali ab‟ad, dan wali hakim 

adalah sebagai berikut: 

1. Ayah 

2. Kakek 

3. Saudara laki-laki sekandung 

4. Saudara laki-laki seayah 

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan) 

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

7. Paman sekandung (paman dari ayah yang seibu dan seayah) 

8. Paman seayah 

9. Anak laki-laki dari paman sekandung 

10. Anak laki-laki dari paman seayah 

11. Bila semua itu tidak ada, barulah menikah menggunakan wali hakim.
36

 

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan 

yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk juga perempuan yang masih 

gadis, perwaliannya boleh dilakukan oleh wali mujbir. 

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan 

yang diwalikannya tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga 
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bagi orang yang diwalikan tanpa meliat rela atau tidaknya pihak yang berada di 

bawah perwaliannya. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan 

seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada 

perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar.
37

 

Adapun wali al-mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa 

orang di bawah perwaliannya untuk menikah. 

 

C. Hak Ijbar Wali 

Ada wali mujbir maka ada yang dinamakan hak ijbar. Kata ijbar sendiri 

menurut arti bahasa adalah al-Qahru (memaksa), al-Ilzamu (pemaksaan). 

Sedang menurut istilah, ijbar yaitu hak memilih dan menentukan secara 

sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fiqh, 

bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan 

persetujuan dari yang bersangkutan.
38

 

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang ia bawahi 

perwaliannya. 

2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi. 

3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad 

nikah. 

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpebuhi, hak ijbar akan gugur. Wali yang 

tidak mujbir adalah: 
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1. Wali selain ayah, kakek dan seterusnya ke atas. 

2. Perwaliannya terhadap perempuan-perempuan yang sudah balig, dan 

mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. 

3. Bila calon pengantin perempuan janda, izinnya harus jelas baik secara lisan 

maupun tulisan. 

4. Bila calon pengantin perempuannya masih gadis, cukup dengan diam. 

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan perempuan yang sudah 

balig dengan laki-laki yang sekufu, ini dinamakan wali „adlal, bila itu terjadi 

maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.
39

 

Wali mujbir menurut Imam Maliki, Syafi‟i dan Hambali, berlaku bagi 

seorang gadis yang telah balig, baik berakal sehat atau tidak. Wali ghoiru 

mujbir berlaku bagi seorang janda yang telah balig, baik berakal sehat atau 

tidak. Artinya meskipus seorang perempuan sudah balig atau berakal sehat, 

ketika akad pernikahan harus dilakukan (diakadkan) oleh walinya, karena 

seorang perempuan tidak bisa mengakadkan dirinya sendiri dan mengakadkan 

orang lain. Berbeda dengan Imam Hanafi, menurut Hanafi samua wali dalam 

masalah pernikahan pasti mujbir, karena seorang perempuan yang belum balig, 

namun berakal sehat, baik masih gadis atau sudah janda, ketika menikah harus 

diakadkan olah walinya. Apabila perempuan sudah balig, berakal sehat, masih 

gadis atau sudah janda, maka orang tua (wali) tidak berhak untuk menikahkan 

perempuan tersebut. Sehingga, perempuan tersebut bisa melakukan akad 

pernikahan sendiri tanpa harus diakadkan oleh walinya dan hukumnya akad 
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nikah dilakukan oleh seorang wali hukumnya adalah sunnah. Dalam hal ini 

status wali bukan sebagai wali mujbir.
40

  

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan tertib dan urutan wali 

nikah, baik yang menyangkut wali mujbir maupun wali al-mukhtar.
41

 

1. Madzhab Hanafi 

Tata tertib dan urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut. a) Anak 

laki-laki sampai kebawah. b) Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas. 

c) Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak 

laki-laki mereka sampai ke bawah. d) Paman (saudara ayah) kandung, 

paman ayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah. wali al-

mukhtar urutan wali adalah anggota keluarga terdekat. Apabila seluruh wali 

di atas tidak ada, maka hak perwalian perpindah kepada hakim.
42

 

2. Madzhab Maliki 

Tata tertib dan urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut adalah ada 

tiga orang. a) Pemilik hamba sahaya terhadap hambanya. b) Ayah, baik 

cerdas maupun tidak. c) orang yang diberi wasiat oleh ayah apabila ayah 

tidak ada, dengan syarat: ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi 

suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilih suami anaknya, 

maharnya tidak boleh lebih rendah dari al-mahr al-misl, dan suami yang 

dipilihkan itu bukan orang yang fasik. 

Tata tertib dan urutan wali mukhtar adalah sebagai berikut: 

1) Anak laki-laki sampai ke bawah 
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2) Ayah 

3) Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan seibu, anak 

laki-laki dari saudara laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan 

seayah, setelah itu seibu. 

4) Kakek (ayah dari ayah) 

5) Paman, kemudian anak laki-lakinya mendahulukan yang kandung dari 

pada yang seayah, setelah itu seibu. 

6) Ayah kakek, paman kakek, kemudian anak laki-laki paman kakek, dan 

anak laki-lakinya. 

7) Orang yang memerdekakan budak wanita. 

8) Al-Kafil (penjamin) 

9) Hakim 

10) Apabila kesembilan wlai di atas tidak ada, maka hak perwalian 

berpindah kepada paman (saudara ibu), kakek (ayah dari ibu), saudara 

laki-laki seibu dan setiap orang islam. 

3. Madzhab Syafi‟i 

Tata tertib urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut adalah ayah, 

kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, kemudian pemilik hamba sahaya. 

Wali al-mukhtar urutan wali adalah ayah, kakek dan seluruh kerabat 

paling dekat. 

4. Madzhab Hambali 

Tata tertib dan urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut adalah 

ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, anak laki-laki sampai ke 



38 

 

 

bawah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki 

dari saudara laki-laki kandung dan seayah, paman, kemudian anak laki-

laki paman dan paman ayah. Wali al-mukhtar urutan wali adala seluruh 

kerabat yang menjadi „asabah, dengan prioritas yang paling dekat. Apabila 

seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada 

hakim. 

Wali tak mujbir adalah wali suka rela atau wali nasab biasa. 

Karena wali nasab biasa ini tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa 

kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: 

saudara laki-laki kandung atau seayah dan seterusnya yang anggota 

keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrillincal.
43

 

 

D. Kawin Paksa 

Pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. 

Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara 

para pihak. Istilah kawin paksa dalam islam sebenarnya tidak ada, namun 

dalam perkawinan tidak lepas dengan adanya seorang wali. Wali mujbir, 

seorang wali yang bisa menikahkan perempuan tanpa harus mendapat ijin dari 

perempuan tersebut, dari hal inilah muncul istilah kawin paksa atau nikah 

ijbar. Sedangkan nikah ijbar berawal dari kata ajbara-yujbiru ijbaran, kata ini 

memiliki arti yang sama dengan akraha, arghama, dan alzama qasran wa 
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qasran. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan 

keras. 

Di era zaman modern seperti ini, dimana seorang perempuan sudah 

mempunyai kesetaraan dengan laki-laki yang mana telah adanya Komnas 

Perempuan, tidak sedikit dari perempuan-perempuan yang kebebasannya telah 

diatur itu bisa menentukan pasangan hidupnya pada kehendaknya sendiri. 

Adanya seorang wali tersebut membuat seorang perempuan masih mempunyai 

batasan dalam mencari jodoh. Secara umum Al-Qur‟an tidak menyebutkan 

secara jelas tentang persoalan kawin paksa (ijbar), akan tetapi hanya 

menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tenyang pemecahan masalah. 

Banyak juga hadis-hadis namun tidak langsung membahas tentang hak ijbar 

dan hak memilih jodoh. Adapun dalam konsep perundang-undangan modern, 

dinyatakan bahwa persetujuan kedua calon mempelai merupakan suatu 

keharusan. Laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama dalam 

memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di 

masa depan demi keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman 

dalam kehidupan keluarga. Untuk mencegahnya, apila seorang adis atau anak 

perempuan telah mendapatkan jodoh dan laki-laki pilihannya itu tidak 

bertentangan dengan ajaran agama, maka orang tua tidak boleh menolaknya. 

Meski laki-laki tersebut miskin, bukan bangsawan sekalipun tetap orang tua 

tidak boleh menolak dengan alsan dia miskin, dia bukan bangsawan.
44
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kawin paksa sejauh ini masih banyak terjadi, tidak sedikit diantaranya 

berhujung pada perceraian. 

Kawin paksa terjadi karena tidak adanya keinginan untuk 

melangsungkan perkawinan. Alasan kawin paksa diantaranya adalah: 

1. Karena orang lain menikah 

2. Takut kesepian 

3. Merasa bersalah dan kasihan 

4. Desakan orang tua 

5. Karena materi. 

6. Penyebab lain diantaranya bisa karena hamil diluar nikah. Kawin terpaksa 

terjadi karena tidak ada kerelaan dari mempelai. 

Menurut Imam Syafi‟i meminta persetujuan seorang gadis bukanlah 

perintah wajib, pernikahan gadis yang dipaksa tapa izinnya adalah sah-sah saja. 

Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin anaknya, maka 

seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Namun Syafi‟i menetapkan 

hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam 

terhadap putrinya, karena hak ijbar menurut Imam Syafi‟i hanya diberikan 

kepada ayah semata. Walaupun kemudian ulama-ulama madzhab ini 

menambahkan hak ijbar juga kepada kakek. Namun pendapat Imam Syafi‟i 

tersebut juga tidak boleh diartikan sebagai paksaan semaunya sebab beliau 

memasang aturan-aturan mengenai hak ijbar ini. Salah satu rukun yang 

mendasar dalam perkawinan yang telah disepakati oleh para fuqaha adalah 

sighat akad yang menakup ijab qobul, karena dengan melaksanakan ijab dan 
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qobul ini, berarti kedua belah pihak ini tealah rela dan sepakat melangsungkan 

perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang 

berhubungan dengan perkawinan. 

Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa 

didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan 

pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan 

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan 

pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan.
45

 Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu 

syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas 

memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. 

Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, 

dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang 

anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang 

yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak 

dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak 

demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan 

telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan 

untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum. 
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Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya 

adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu 

kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. 

Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami isteri. Kelanggengan, 

keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon 

isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis 

atau janda dengan pria yang tidak disenanginya.  Akad nikah tanpa kerelaan 

wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang 

dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.
46

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka perlu 

diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti peneliti-peneliti lain. Sejauh 

ini, beberapa penelitian yang penulis amati yang mengangkat tema “Kawin 

Paksa Dalam Prespektif Hukum Islam Menurut Pandangan Kiai Durenan” 

antara lain: 

Skripsi Is Addurofiq (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Praktek 

Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Di Desa Dabung, 

Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)”. Dalam skripsi ini fokus yang 

dibahas adalah sebab yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa di Desa 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 

374 
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Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan perbedaan pendapat 

dikalangan ulama mengenai kawin paksa.
47

 

Skripsi Fathul Ihsani (2011), dalam skripsinya yang berjudul “Kawin 

Paksa Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Dalam skripsi ini 

pembahasan yang dilakukan adalah fokus pada penelitian secara kepustakaan 

khususnya mengkaji tentang hukum islam dan hak asasi manusia.
48

 

Skripsi Dita Sundawa Putri (2013), dalam skripsinya yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak 

Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga Di Kotagede 

Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini pembahsan yang dilakukan adalah fokus pada 

pasangan di Kotagede Yogyakarta, lebih pada membahas sebab akibat dari 

praktik kawin paksa yang dilakukan pasangan tersebut.
49

 

 

F. Paradigma Penelitian 

Pradikma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang, cara memahami, 

cara menginterprestasi, suatu kerangka berpikir, serta dasar keyakinan yang 

memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma merupakan sebuah 

pedoman yang mejadi dasar bagi para peneliti di dalam mencari fakta-fakta 

melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. 
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Paradikma yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait penelitian 

kualitatif, yang mana merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada 

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Pendekatan 

kualitatif memberikan sebuah ruang terkait adanya suatu perbedaan pandangan 

terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dari 

masing-masing perbedaan pendapat tersebut juga mendapatkan suatu ruang 

untuk dianggap sebagai suatu data yang patut untuk diperhitungkan. 

Pendekatan kualitatif ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sebuah 

jawaban serta solusi baru, terkait dengan permasalahan yang ada di dalam 

suatu masyarakat. Khususnya dalam penelitian ini adalah terkait Kawin Paksa 

Dalam Prespektif Ulama NU Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten 

Trenggalek. 

 


